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A. Reformasi Substansi Hukum 
Ekonomi

Reformasi substansi hukum ekonomi 
atau perombakan hukum secara 
mendasar yang mempunyai kualitas 
‘paradigmaƟ k’, membutuhkan 
perjalanan dan langkah-langkah poliƟ k 
yang Ɵ dak sederhana. Pembuatan 
peraturan perundang-undangan 
dibidang ekonomi pada hakikatnya 
merupakan kristalisasi pertempuran 
beberapa kepenƟ ngan yang didominasi 
kekuatan poliƟ k dan kepenƟ ngan bisnis. 
Disamping itu juga merupakan suatu 
pekerjaan teknis meramu sistem hukum 
dan sistem ekonomi yang berlaku 
disuatu negara. Jelas bahwa diƟ njau 
dari teori hukum, fenomena tersebut 
mulai meninggalkan dalil bahwa hukum 
yang baik adalah hukum yang netral 
atau objekƟ f. Sebagaimana diketahui, 
dalil tersebut membawa roh paradigma 
posiƟ visme hukum yang kental. 
Menurut para penganut posiƟ visme 
hukum, kepasƟ an hukum hanya akan 
terwujud jika hukum dianggap sebagai 
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sistem yang tertutup dan otonom1 dari 
berbagai persoalan non legal lainnya. 

Berkaitan dengan pengaruh sistem 
hukum dalam pembuatan produk 
perundang-undangan dibidang ekonomi, 
pada saat sekarang ini sistem hukum di 
Indonesia seƟ daknya sedang mengalami 
dua fenomena kolaboraƟ f diametral 
yang acapkali Ɵ dak menunjukkan warna 
yang seirama. Fenomena pertama 
adalah disatu sisi ‘tarikan dari atas 
dan kebawah terhadap sistem hukum 
Indonesia’ oleh globalisasi hukum, 
dan di sisi  adalah otonomi daerah. 
Kedua tarikan ini tentunya memberikan 
pengaruh terhadap bidang hukum 
ekonomi, baik dalam tataran konsep 
maupun implementasinya.  Adapun 
fenomena kedua adalah ‘terjadinya 
disharmonisasi akibat dualisme sistem 
hukum yang berlaku di Indonesia’, yaitu 
antara sistem hukum Eropa KonƟ nental 
dan sistem hukum Anglo Saxon dan 
1 Bandingkan dengan pandangan Freidman, 

yang menyatakan hukum itu Ɵ dak bersifat 
otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat 
terbuka seƟ ap waktu terhadappengaruh luar.

Common Law yang mewarnai hukum 
ekonomi terkini.

1. Tarikan dari Atas dan ke Bawah 
Terhadap Sistem Hukum di Indonesia.

Fenomena tarikan kebawah terhadap 
sistem hukum Indonesia dapat 
dijelaskan sebagai berikut. Walaupun 
saat ini common law mendominasi 
tradisi hukum di Indonesia, namun 
setelah Undang-Undang otonomi 
daerah diberlakukan sejak tahun 2001, 
sistem hukum adat dan sistem hukum 
Islam ternyata semakin melihatkan 
idenƟ tasnya sebagai nilai-nilai yang 
patut diperhitungkan kebangkitannya 
didaerah-daerah tertentu. Di era 
otonomi, elit birokrasi sudah relaƟ f  
lebih memaham substansi Hukum Islam 
dan Hukum Adat guna pencapaian 
pemenuhan kebutuhan dan visi 
daerahnya. Hal ini tentunya Ɵ dak lain 
karena kedekatan kultural kedua sistem 
hukum dimaksud yang dijumpai dan 
telah lama ada di keseharian kehidupan 
masyarakat dimasing-masing daerah. 
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Pada prinsipnya keikutsertaan Indonesia dalam 
pembentukan organisasi perdagangan dunia 
atau Agreement Estabilishing The World Trade 

Organiza  on yang didalamnya mencakup persetujuan 
tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual, 
termasuk perdagangan barang palsu (Agreement on Trade 
Related Aspect of Intelectual Property Rights, Including 
Trade in Counterfi t Goods of Trips) berarƟ  menyetujui 
rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas 
meskipun dikemas dengan persetujuan-persetujuan lain 
di bidang tarif dan perdagangan.

PERLINDUNGAN HUKUM 
RAHASIA DAGANG 
DI  I N D ON E SIA

Oleh: Lina Rachma  a

Pembentukan organisasi itu dilakukan dalam sidang di 
Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994. Kemudian 
pembentukan itu disahkan melalui Undang-undang No.7 
Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang 
PengesahanAgreement Estabilishing The World Trade 
Organiza  on (persetujuan pembentukan organisasi 
perdagangan dunia). Konsekuensi keikutsertaan itu 
adalah bagaimana mempersiapkan para pengusaha 
Indonesia agar mampu melakukan persaingan jujur dan 
sehat dalam pasar global. Persaingan tersebut Ɵ dak 
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hanya akan dilakukan oleh dan 
diantara negara-negara berkembang 
yang satu dengan yang lainnya.

Persaingan merupakan bagian yang 
Ɵ dak terpisahkan dari kehidupan 
yang dihadapi para pengusaha dalam 
mencapai tujuan yaitu memperoleh 
laba yang sebesar-besarnya dan 
mengungguli perusahaan lain serta 
menjaga perolehan laba tersebut. 
Dalam mencapai tujuan tersebut, 
sering kali terjadi praktek persaingan 
curang yang dapat menimbulkan 
konfl ik antara pengusaha yang satu 
dengan pengusaha yang lain. Konfl ik 
itu juga dapat merugikan rakyat 
sebagai konsumen untuk mencegah 
dan mengatasi persaingan curang 
itu, diperlukan hukum yang akan 
menentukan rambu-rambu yang 
harus ditaaƟ  secara prevenƟ f dan 
represif bagi mereka yang melakukan 
persaingan. Tujuannya Ɵ dak lain agar 
hukum dapat mencegah terjadinya 
persaingan curang. Lingkup tujuan di 
atas termasuk pula Ɵ ndakan hukum 
terhadap pengusaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap pemilik hak 
rahasia dagang. Pembangunan 
ekonomi suatu negara Ɵ dak boleh 
hanya mengandalkan keunggulan 
komperaƟ f (comperaƟ ve advantage), 
tetapi harus diiringi dengan 
keunggulan kompeƟ Ɵ f (kompeƟ Ɵ f 
advantage), bahkan banyak negara 
pada saat ini justru mengadalkan 
keunggulan kompeƟ Ɵ f seperƟ  Hak 
Kekayaan Intelektual sebagai dasar 
membangun perekonomian.

Jika memperhaƟ kan peraturan-
peraturan yang tercakup dalam 
hukum umum, tampaknya pasal 
1365 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata dan pasal 322 serta pasal 
323 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana telah Ɵ dak memadai untuk 
melindungi pemegang Hak Rahasia 
Dagang dari Ɵ ndakan pengusaha lain 
yang melakukan persaingan curang.

Karena pasal-pasal itu dianggap 
kurang memadai, maka perlu 
dibentuk hukum khusus yang diatur 
dalam Undang-undang Rahasia 
Dagang Nomor 30 Tahun 2000.

Meskipun perlindungan terhadap 
pemilik Hak Rahasia Dagang Ɵ dak 
harus selalu diatur dalam suatu 
undang-undang khusus, karena 
bisa saja perlindungan itu diatur 
dalam satu undang-undang yang 
bersifat umum, yang didalamnya 
juga memberikan perlindungan 
terhadap pemilik Hak Rahasia 
Dagang sebagaimana diterapkan 
di beberapa negara industri maju, 
misalnya : Amerika Serikat, Jepang, 
Jerman atau Australia. Namun 
Indonesia menganggap perlu 
membuat secara khusus Undang-
undang Rahasia Dagang yang 
memberikan perlindungan terhadap 
pemilik hak tersebut.

Undang-undang Rahasia Dagang ini 
merupakan salah satu dari sistem 
hukum yang baru saja disahkan 
bersama-sama Undang-undang 
Desain Industri dan Undang-undang 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
yang disahkan pada akhir 2000 yang 
memiliki kekhasan undang-undang 
Hak Kekayaan Intelektual lainnya.
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B. Kesimpulan

Penyimpangan dalam penggunaan 
merek terkenal yang menjamur di 
tengah perdagangan lokal Ɵ dak boleh 
didiamkan. Sebagaimana negara 
Indonesia sudah meraƟ fi kasi Konvensi 
Internasional tentang TRIPs dan WTO, 
sudah menjadi kewajiban untuk 
mematuhi ketentuan tersebut demi 
kebaikan bangsa kita sendiri. Karena 
dengan kesan pembiaran maraknya 
memperjualbelikan produk dengan 
merek terkenal tanpa sanksi yang 
tegas dan nyata akan membuat citra 
bangsa Indonesia Ɵ dak baik di muka 
internasional. Arus informasi yang cepat 
dan meluas tentu Ɵ dak bisa menutupi 
apa yang berkembang di Ɵ ap negara 
termasuk Indonesia yang ditemui banyak 
produk merek terkenal diperjualbelikan 
dengan harga yang fantasƟ s murah alias 

dibajak karena produknya asli tapi palsu.

Undang – undang yang sudah dikeluarkan 
pemerintah untuk melindungi hak atas 
kekayaan intelektual dalam hal ini hak 
merek, sudah semesƟ nya dijalankan 
sebagaimana harusnya sehingga tercipta 
perdagangan lokal yang kompeten, 

pembeli juga Ɵ dak lagi dibodohi dengan 
“makan merek” tapi disuguhkan produk 
yang asli dan berkualitas dan tentunya 
legal sehingga tercipta kultur pembeli 
yang mempunyai karakter puas dalam 
membeli yang berkualitas dan legal, 
bukan lagi mengusung keinginan 
konsumƟ f semu akan barang – barang 
“branded”. 

Dengan membiasakan diri membeli 
produk dengan merek yang sah tentunya 
akan membuat rasa percaya diri 
tumbuh bagi produsen lokal sehingga 
apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri 
akan menjadi kebanggaan untuk 
diperdagangkan di kancah perdagangan 
dunia internasional, bersaing dengan 
merek – merek dunia yang sudah 
terkenal yang pada gilirannya akan 
menaikkan Ɵ ngkat perekonomian rakyat 
Indonesia sendiri.

C. Saran

Diharapkan pemerintah menaruh 
keseriusan dalam implementasi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
demi kelancaran hubungan perdagangan 
internasional dan keseimbangan dalam 
perdagangan lokal.

Masyarakat diberikan penyuluhan akan 
penƟ ngnya memakai produk dengan 
merek legal bukan hanya “makan 
merek”.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek

UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia

hƩ p://id.wikipedia.org/wiki/Merek

Persetujuan TRIPs

Konvensi Paris
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paling banyak Rp 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah).

¾ Pasal 94

(1)  Barangsiapa memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang diketahui 
atau patut diketahui bahwa barang 
dan/atau jasa tersebut merupakan 
hasil pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 
91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran.

¾ Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 
93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Semua ketentuan hukum dan peraturan 
perundangan – undangan yang 
mengatur tentang Hak Merek baik 
secara domesƟ k maupun internasional 
diharapkan bisa melindungi hak Merek 
sehingga dalam kultur perdagangan bisa 
tercipta keadilan dan integritas yang 
baik.

Dalam era perdagangan bebas, produk 
dalam negeri bersaing dengan produk 
luar negeri. Banyak ragam dan jenis 
produk memenuhi berbagai tempat 
perbelanjaan mulai dari kaki lima, 
pasar tradisional sampai pada pusat 
perbelanjaan yang besar. Masyarakat 
disuguhi berbagai pilihan dengan 
harga yang beragam pula. Disini 
merek menjadi sangat esensial karena 
pembeli memiliki kecendrungan untuk 
membeli produk yang mereknya sudah 
terkenal. Tentu menjadi tantangan 
bagi produsen produk yang belum 
terkenal apalagi yang Ɵ dak mempunyai 
merek untuk menjual produknya. 
Penjual berpegang pada prinsip “Profi t 
Oriented” sehingga melakukan berbagai 
cara untuk mendapatkan keuntungan 
sebesar – besarnya. Jika cara yang 
dipakai legal dan sesuai ketentuan 
hukum dan perundangan yang berlaku 
tentunya Ɵ dak menjadi masalah, namun 
sayangnya yang berkembang saat ini 
dalam kaitan  dengan pemakaian merek 
terkenal adalah  kian maraknya produsen 
dan penjual nakal yang melakukan 

penjualan barang – barang dengan 
memakai merek terkenal secara ilegal. 
Ironisnya, keƟ dakjujuran produsen 
dan penjual ini diafi liasi oleh pembeli.  
Seiring dengan perkembangan zaman 
dan gaya hidup urban terbentuk pula sisi 
konsumƟ f masyarakat akan kebendaan. 
Salah satunya adalah keinginan untuk 
membeli barang – barang dengan 
merek terkenal. Bagaimana hanya 
dengan merogoh kocek Ɵ dak terlalu 
dalam namun bisa mendapatkan barang 
merek terkenal yang harganya selangit 
tersebut menjadi jawaban bagi orang 
– orang yang haus “bergaya mahal” 
dan konsumƟ f. Hal ini seperƟ  gayung 
bersambut keƟ ka penjual yang mencari 
keuntungan dengan menjual merek 
menyediakan apa yang dibutuhkan 
pembeli semacam itu.

Rendahnya penerapan hukum atas 
penjualan dan produksi barang – barang 
palsu, membuat Indonesia menjadi 
surga bagi pelanggar hak atas kekayaan 
intelektual. Barang – barang palsu 
dijual bebas dan terang – terangan dan 
diketahui publik namun penjual barang 
palsu Ɵ dak mendapat Ɵ ndakan apapun 
dari penegak hukum. Pasal 95 dalam 
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 
2001 mengandung kelemahan karena 
delik aduan, penegak hukum Ɵ dak dapat 
berbuat apapun  sebelum ada laporan 
dari pihak yang berkepenƟ ngan. Dalam 
hal ini pasal – pasal pidana dalam dalam 

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 
2001  diberlakukan setelah adanya 
laporan dari seseorang yang dirugikan 
atas perbuatan orang lain. Selain itu 
delik aduan penyidikan kepolisian 
dapat dihenƟ kan hanya dengan adanya 
penarikan laporan polisi tersebut oleh 
si pelapor sepanjang belum diperiksa 
di pengadilan. Sementara itu dalam 
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001  
yang saat ini berlaku Ɵ dak menjangkau 
konsumen pembeli barang palsu,  dan 
dalam pasal 77 dan pasal 94 pihak 
yang beriƟ kad buruk tersebut hanya 
diindikasikan sebagai pelanggaran 
bukan kejahatan.

Walau dalam Pasal 481 KUHP disebutkan 
barang siapa menjadikan sebagai 
kebiasaan untuk sengaja membeli, 
menukar, menerima, gadai, menyimpan 

atau menyembunyikan barang yang 
diperoleh dari kejahatan diancam 
dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. Namun karena mengacu 
pada asas hukum lex specialis derogate 
lex generalis (aturan yang lebih khusus 
mengesampingkan aturan yang lebih 
umum).  Dengan diaturnya Ɵ ndak 
pidana pemalsuan merek dalam Undang 
– Undang Nomor 15 Tahun 2001   (lex 
specialis), pasal 481 KUHP (lex generalis) 
Ɵ dak dapat diterapkan dalam perkara 
pemalsuan merek termasuk dalam 
kasus pembelian barang palsu tersebut 
“diperoleh dari kejahatan” .
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Pembahasan 3 (Ɵ ga) rancangan 
undang-undang tentang Rahasia 
Dagang, Desain Industri, dan 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
hingga menjadi undang-undang 
dapat dianggap cukup lama dan 
berlangsung hampir selama setahun 
sejak diajukan pemerintah kepada 
DPR pada tanggal 17 Desember 
1999 hingga disetujui untuk menjadi 
undang-undang pada rapat pleno 
DPR tanggal 4 Desember 2000.

Walau bukan suatu jaminan atau 
korelasi apabila pembahasan yang 
cukup lama itu menghasilkan suatu 
undang-undang yang berkualitas 
Ɵ nggi dan mampu bertahan lama 
serta mampu memenuhi harapan 
masyarakat. Namun kita patut 
mengharapkan hal itu agar Ɵ dak 
sia-sia segala jerih payah tenaga, 
pikiran, waktu, dan biaya yang telah 
dikeluarkan oleh para perancang 
undang-undang, baik yang berada 

di DPR dan pemerintah termasuk 
Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
telah turun dan berparƟ sipasi dalam 
penyusunan rancangan undang-
undang itu. Bagaimanapun, kita 
patut berkecil haƟ  dan kecewa 
apabila beberapa waktu kemudian 
salah satu dan atau 3 (Ɵ ga) undang-
undang itu ternyata harus mengalami 
revisi, karena Ɵ dak ada (1) satu pun 
undang-undang di dunia ini yang 
Ɵ dak mengalami revisi walau kerap 
kali memiliki banyak intepretasi.

Kehidupan masyarakat selalu 
dinamis, mengalami pertumbuhan 
dan juga perubahan yang terjadi 
karena pengaruh poliƟ k, ekonomi, 
sosial dan budaya, baik dalam Ɵ ngkat 
nasional dan internasional terutama 
karena adanya tekanan-tekanan yang 
mengarah pada era perdagangan 
bebas dunia. Dengan demikan, 
revisi terhadap undang-undang ini 
bisa saja terjadi karena pengaruh 

faktor-faktor tersebut diatas. Tentu 
saja, jika terjadi perubahan, kita 
dapat berharap agar perubahan 
itu mengarah pada kesempurnaan 
sehingga implementasi undang-
undang itu dapat terlaksana secara 
efekƟ f dan dihormaƟ  oleh para 
pelaku bisnis dan oleh para penegak 
hukum. Selain itu administrator 
atau aparat Dirjen HAKI pun mampu 
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melaksanakan pasal-pasal yang 
terdapat dalam undang-undang ini 
secara konsisten dan Ɵ dak menzalimi 
para usahawan yang Ɵ dak paham 
terhadap undang-undang ini, atau 
menzalimi masyarakat karena aparat 
tersebut memegang kekuasaan.

Kita tentu berharap pula, agar 
masalah penegakan hukum 
yang akan dilaksanakan oleh 
polisi, jaksa serta hakim mampu 
dilakukan secara profesional dan 
adil berdasarkan pada moralitas 
agama yang dianutnya. Yang 
perlu dipikirkan saat ini adalah 
implementasi dan sistem hukum 
Rahasia Dagang dapat memberikan 
manfaat bagi perkembangan 
ekonomi nasional, khususnya bagi 
para pengusaha nasional agar 
kesetaraan dan kemampuan mereka 
dalam persaingan dunia melalui 

pemahaman terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual terutama Rahasia Dagang 
dapat diƟ ngkatkan.

Komersialisasi hak kekayaan 
intelektual harus dibarengi dengan 
perlindungan hukum, terutuma 
yang dimiliki dan dipegang oleh 
masyarakat Indonesia untuk dijadikan 
salah satu sumber pembangunan 
ekonomi, baik individu maupun 
nasional. Perlindungan hukum 
dan komersialisasi hak kekayaan 
intelektual membantu program 
pemerintah Indonesia pada saat ini 
untuk membangun perekonomian 
kreaƟ f masyarakat. Perlindungan 
hukum memberikan moƟ vasi 
pengusaha lebih inovaƟ f mencari 
kreasi-kreasi baru dalam perdagangan 
dan perekonomian, karena merasa 
aman dan punya kesempatan untuk 
memanfaatkannya secara ekslusif.
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Atas Kekayaan Intelektual, termasuk 
perdagangan barang palsu. Perundingan 
di bidang ini bertujuan untuk :

a)  Meningkatkan perlindungan 
terhadap Hak Atas Kekayaan 
Intelektual dari produk-produk yang 
diperdagangkan;

b)  Menjamin prosedur pelaksanaan 
Hak Atas Kekayaan Intelektual 
yang Ɵ dak menghambat kegiatan 
perdagangan;

c)  Merumuskan aturan serta disiplin 
mengenai pelaksanaan perlindungan 
terhadap Hak Atas Kekayaan 
Intelektual;

d)  Mengembangkan prinsip, aturan dan 
mekanisme kerjasama internasional 
untuk menangani perdagangan 
barang-barang hasil pemalsuan atau 
pembajakan atas Hak Atas Kekayaan 
Intelektual. Kesemuanya tetap 
memperhaƟ kan berbagai upaya 
yang telah dilakukan oleh World 
Intellectual Property Organiza  on 
(WIPO); 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 disebutkan jangka waktu 
perlindungan untuk merek adalah 
sepuluh tahun dan berlaku surut sejak 
tanggal penerimaan permohonan merek 
bersangkutan dan dapat diperpanjang, 
selama merek tetap digunakan dalam 
perdagangan. Lebih lanjut, dalam BAB 
XIV menyebutkan Ketentuan Pidana 
yang tercakup dalam pasal 90 s/d 95;

¾ Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa 
hak menggunakan Merek yang sama 
pada keseluruhannya dengan Merek 
terdaŌ ar milik pihak lain untuk barang 
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).

¾ Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa 
hak menggunakan Merek yang sama 
pada pokoknya dengan Merek terdaŌ ar 
milik pihak lain untuk barang dan/
atau jasa sejenis yang diproduksi dan/
atau diperdagangkan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah). 

¾ Pasal 92

(1)  Barangsiapa dengan sengaja dan 
tanpa hak menggunakan tanda 
yang sama pada keseluruhan 
dengan indikasi-geografi s milik 
pihak lain untuk barang yang sama 
atau sejenis dengan barang yang 
terdaŌ ar, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).

(2)  Barangsiapa dengan sengaja dan 
tanpa hak menggunakan tanda 
yang sama pada pokoknya dengan 
indikasi-geografi s

(3)  milik pihak lain untuk barang yang 
sama atau sejenis dengan barang 
yang terdaŌ ar, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp 800.000.000,00 (delapan ratus 
juta rupiah).

(4)  Terhadap pencantuman asal 
sebenarnya pada barang yang 
merupakan hasil pelanggaran 
ataupun pencantuman kata yang 
menunjukkan bahwa barang tersebut 
merupakan Ɵ ruan dari barang yang 
terdaŌ ar dan dilindungi berdasarkan 
indikasi-geografi s, diberlakukan 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2).

¾ Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa 
hak menggunakan tanda yang dilindungi 
berdasarkan indikasi-asal pada barang 
atau jasa sehingga dapat memperdaya 
atau menyesatkan masyarakat mengenai 
asal barang atau asal jasa tersebut, 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 
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